LEMBAR DAERAH
(ABUPATEN  DAERAH TINSKAT 11 RENBANG

NOMOR 23 TAHUN 1990 SERI D NO. 8

PERATURAN DAt.RAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG
NOMOR 6 TAHUN 1880
TENTANG
FPENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il REMBANG
TAHUN ANGGARAN 1990 1881

DE VGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAE(AH TINGKAT il REMBANG

Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Dasrah Tingkat || Rembang Tahun
Arggaran 19¢0/ 1991 perlu ditetapkan dengan
Peraturan Dasersh sesuai dengan Pasal 64 ayat
(2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

2 Undang undang Nomor 13 Tahun 19£0 jo Pe-
raturan Peamerintah Moemor 32 tahun 1850 ten-

tang Pembentukan Dagrah Tingkat Il se Jawa
Tengah.

3. Undang undang Nomor 12 Tahun 1285 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1875
tentang Pengurusan, Pertangoung jawaban dan
Pengawasan Keuangan Dasrah.



5.

-

Pera’uvran Pemerintah Nomor 6 Tzhun 1975
tentang cara Penyusunan Anggaran Fendapatan
dan Belanja Daerah, Feleksanaan Tata Usaha
Ksuangan Dasrah dan Penyusunan Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

. Keputusan Fresiden Nomor 22 Tahun 1984

tentang Tata Cara Penyediaan d:n Penyaluran
Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Dzerah Otonum

. Peraturan Menteri Dalawn Nazeri Nomor 11

Tehun 1875 tentang Coaitoh-contoh Cara Pe-
nyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Pelaksana Tata Usaha Kevangan Daerah
dan Penyusunan Perhitungan Anggeran Pen-
dapatan dan Belarja Daerah.

. Peraturan Menteri Dalam tegeri Nomor 11

Tahun 1978 tentang Pelaksansan Tuntutan
Ganti Rugi Keuangan dan Material Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Nageri Nomor 8 Ta-
hun 1978 tentang Penerimaan Sumbangen Pi-
hak k:tiga kepada Daerah.

10. Paraturan Manteri Dalam Nsgeri Nomor 4

Tahun 1973 tentang Pelaksanazn Pengelolaan
Bareng dan Material Dasrah,

11, Paraturan Menteri Dalam Negeri Nomaor 4

Tahun 1955 tentang Pengurusan Pendapatan
Daersh hasil Pajak Bumi dan Bangunan.

12 Keputusan Menteii Dalam Negeri Nomor 900~

029 Tahun 1980 tanggal 2 April 1880 tentang
Manual Administrasi Keuzngan Dzerah.

13 Keputusan .S
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13. Keputusan Mentari Dalam Negeri Nomor 570

14

$5.

16

17.

8.

- 360 tanggal 28 Oktobsr 1881 tentang Pro-
gram Pembinaan Anggaran Daerah dan Fe-
rgendslian Kredit Anggsran.

Keputusan Menteti Dalam Negeri Nomor §70
- 93 Tahun 1981 tanggal 24 Dezsember 1981
tentang Manual Administ:asi  Fendapatan
Dacrah,

Keputusan Menterl Dalam Nege:i Nomeor 94
Tahun 1984 tentang Langksh Fertzma Pen-
sin kronisasian Anggatan Fendapalan dan
Belanja Nega'a.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903
- 1316 tanggal 18 September 1885 tentang
Penyempurnaan Bentuk dan Susunen Perubah-

.an Anggaran Pendapeian dan Belanja Daerah.

Keputusan Mentari Dalam Negeri Nomor 802
- 1312 tanggsl 19 September 1985 tentang
Penyempurnazan Keputusan Mented Dalam
Negei Nomor 903 — 603 tentarg Pelaksznaan
Anggaran Pendapstan dan Belenje Dasrsh.

Keputusan Menteri Dalam Nege:d Nomor 51
Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1885 ten-
tang Pstunjuk Pengelo'san Pendapaten Dae-
gah Hasil Fajak Bumi dan Bancuran.

9. HKepufusan — 8.
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19. Keputusan Menteri Dalam Megzsri Nomor 803
- 269 tanggal 3 Maret 1286 tentsng Penyem-
purnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha
Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Be!anja Daerzah.

20. Keputusan Menteri Dalam MNageri Nomor 903
- 3739 tanggal 11 April 1887 tentang Peng-
gunaan Sistim Digit Dalam Pslaksanaan Ang-
garan Pendapsten dsn Belanja Daerah sarta
Petunjuk fehnis Tata Usaha Ksuangan Daerah

21. Keputusan Meanteri Dalam Nzgeri Nomor 903
- 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Pe-
nyempurnaan Bentuk dan Susunan Penda-
pztan Dasrah,

Memperhatikan: 1. Surat Menteri Dalam Nageri Nomor : 903/
341/PUOD tanggal 30 Januari 1290 perihal
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daarah Tahun Anggaran 1890/
1891,

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Nomor 8/B/DPRD/ VI /1878 tanggal 2
Agustus 1978 tentang Peratursn Tata Tertib
Dewsan Perw:kilan Rakyat Daerah Kabupaten
Daerzh Tingkat {I Rembang.

Mendengar i 1

Pembicaraan dalam Sicang-sidang Panitia
Anggaran tanggal 20 dan28 Maret 1980.

2, Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Per
wikilan Rakyat Daseizh tangga! 24 dan 31
Maret 1990.

Dengan Persetujusn Dewan Perwakilan Rakyst Daerah Kabupaten
Daeirsh Tingkat !l Rembang.

Memutusken e 8,
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Menstapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAM TINGKAT il REMBANG
TAHUN ANGGARAN 1980 /1991

Pasal 1

Jumlah Anggarsn Pendapatan dan Belanja Daerah Ta-
fun Anggaran 1990/ 1991 adalah sebesar Rp 8.327.957.000,00

Terdiri dari
a. PENDAPATAN

= PONAAPAIAN oo oo Rp 8.327.957.000,00
b. BELANJA :
- Rutin Rp 4.417,393.000,00

- Pembangunan Rp 3.810 564 000,00
Rp 8.327.587.0C0,00

Pasal 2
Jumlah Urusan dan Parhitungan adalah sebagai berikut :
a. PENDAPATAN
- Pendapatan oo Rp 1.034.447.000,00
b. BELANJA
- Rutin Rp 1.034.447.000,00

- Pembangunan 8p — ,
Rp 1.034.447 000,00

Pasal 3

(1) Rinzian dari ketsentuan tersebut pada Pasal | dimuat dalam
lampiran A,

{2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan terssbut pada Pasal 1
dan PFasal 2 dimuat dalam tampiran A, 1., A. lI/R dan
A i1 /P,

{3) Rincian ... __ s
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(3) Rincian ssbagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini
merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
Pasal 4
Pasal-pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai Peraturan Per-
undang - undangan yang berlaku adafah sebagaimana daftar ter—
lampir.
Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari
Pejabat yang berwenang dan barlaku mulai tenggal 1April 19€0.

Rembanyg, 31 Maret 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUFAT) KERALA TAERAH TK 11
DAERAH KABUPATEN DAERAH REMBAWNG
1INGKAT Il REMBANG
KETUA :
SOEGENG SARWONO Drs. WACHIDI RIJONO
DISAHKAN |

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT |
JAWA TENGAH

dengan surat Keputusan tanggal 31 Mei 12390
Nomor : 803 /55619840

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat || Rembang

Nomor 23 Tahun 1980 Seri D No., &
pada tanggal 28 Mei 1983

Sekretaris Wilayah ; Daeraky

Drs, SOEDIHARTO
KiP, 500 029 511




LAMPIRAN 1 i
CONTOH i A
DAFTAR : PERGESERAN PASAL-PASAL YANG PERKENANKAN
SESUAI DENGAMN PERATURAN PERUNDANG-UN-
DANGAN YANG BERLAKU.
i Pos, Jenis Belanja Pasal — pasal Ket.
Urat | i
1| 2 3 4
1. POS ; 2.2 1
1. . Belanja Barany 1011 sampai dengen 1016
1. 2. Belanja Pemsliharaan 1051 sampai dengan 1054
1. 3. Belznja Perjalanzn
Dinas _.__. 1071 sampai dengan 1074
1. 4, Belanja Lain-lain 1081
2. P0OS :2,23
2.1, Be'anja Barang 101% sampai dengen 1050
242 Belanja Pemeliharaan 1051 sampai dengan 1035
2.3 Belenja Parjalnan
Dinas 1071 sampai dengan 1074
2. 4. Bzlanja Lain-lain 1081 sampai dengan 1100
3: POS : 2 2. 4
3. 1. Belanja Barang 1011 sampsai dengan 1016
3.2 Belanja Pemetiiharaan 1051 sampai dengan 1054
3.3. | Belanja Perjalanan
Dinas 1071 sampai dengan 1074
3.4, Belanja Lain-lain 1081 sampai dengan 1081
4. POS : 2.2.5
4 1. Belanja Barang 1011 sampei dengan 1016
4.2, Belanja Pemeliharaan 1051 sampai dengan 1054
4. 3. Belanja Perjalanan
Dinas 1071 sampai dengan 1074
44 Be'anja Lain-lain 1081 sampai dengan 1084




1 2 3
B. POS : 2. 2.6_
6. 1. Belanja Barang. 1011 sampai dengan 1016
6, 2, Belanja Pamaliharaan 1051 sampai dengan 10Z4
6. 3. Belanja Pearjalanan
Dinas ... 107! ssmpai dengan 1074
5. 4, Balanja Lain-lain 1081 sampai dengan 1084
6. POS : 2.2 7
6.1, | Belanja Barang - 1011 sampai dengen 1016
8 2 Belanja Pameliharaan 1053t sampai dengan 1054 |
6. 3. Balanja Perjalnan
Dinas | 1071 sampai dengan 1074
6.4. | Belanja Lain-lain 1081 sampai dengan 1084
7. POS : 2 2.8
i ol 1 Belanja Barang ___ ——— | 1011 sampai dengan 1015
7.2. | Belanja Pemsliharaan 1051 sampai dengan 1054
7 I ) Belanja Perjalanan
Dinas 1071 sampai dengan 1074
7. 4. Belanja Lain-lain 1081 sampai dengan 1084
8. POS : 2.2, 9
8. 1. Belanja Bareng 1017 sampai dsngan 1016
8. 2. Belanja Pemeliharaan 1051 sampai dengan 1054
8. 3. Belanja Perjalanan
Dinas 1071 sampai dangan 1074
8. 4, Belanja Lain-lain 1081 sampai dengan 1084
9. POS : 2.2.10
9.1, Belanja Bareang ........._.. | 1011 sampsi dengan 1016
8. 2. Belanja Pemeliharean 1051 sampai dengan 1084
8. 3. Belanja Perjalanan
Dinas 1071 sampai dengan 1074
9.4, Belanja Lain-lain 1081 sampai dengan 1084




1 2 3
10. POS; 2 3.1
10. 1; Belanja Barang 1011 sampai dengan 1016
10, 2. Belanja Pemeliharaan 1051 sampai dengan 10£5
10. 3. Belanja Pasrjalanan
Dinas 1071 sampai dengan 1074
10.4, Balanja Lain-lain 1081 sampai dengan 1084
11. POS : 2,86 1
11.1, | Belanja Barang - 1011 sampai dengen 1021
1.2 Bslanja Pemeliharaan 1031 sampai dengan 1054
11:3. Be'enja Perjalanan
Dinas 1071 sempai dengan 1074
11. 4, Belanja Lain-'ain 1081 sampai dengan 1084
12. POS :25 2
12, 1. Belanja Barang 1011 sampai dengan 1026
12. 2. Belanja Pem2'iharaan 1051 sampai dengan 1058
12.3, Belanja Perjilanan
Dinas 1071 sampai dengan 1074
12. 4. Belanja Lain-lain 1081 sampai dengan 1084
13, POS : 2 5.3
13. L. Be'anja Barang 1011 sampai dengan 1026
13. 2. Belanja Pemsliharaan 1051 sampai dengan 1054
13.3; Belanja Perjalanan
Dinas 1071 eampai dengan 1074
13. 4. Belanja Lain-lain 1081 sampai dengan 1084

14,
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1 2 f 3
14, POS ; 2. 8.4

14. 1. Bselanja Barang 1011 sampai dengan 102!
14, 2. Belanja Pemaliharaan 1C51 sampai dengan 1054
14.3. | Belanja Psrja’anan

Dinas - — 1071 sampai dengan 1074
14. 4, Bslanja Lain-lain 1081 sampai dengan 1084
186. POS :2,85
18. %, Belanja Barang 1011 sampai dengen 1016
15 2. | Belznja Pemeliharaan 1031 sampai dengan 1054
15. 3. Be'snja Perja'anan

Dinas 1071 sampai dangan 1074
15.4. | Belanja Lain-'ain 1081 sampai dengan 1084
16. POS : 2 14,1,
18: V. Belanja Lain-lein

1131 sampai dengan

1135




